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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P & K

Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987 tanggal 10 September 1987

tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi

scbhagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b be
= ta t te
< tsa ts te dan es
d Jjim j je
d ha h ha (dengan garis di
bawah)
e kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 dzal dz de dan zet
J ra r er
J zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
e shad sh es dan ha
) dlad dl de dan el
h tha th te dan ha
) dha dh de dan ha




1L

& "ain TR koma terbalik di atas
¢ gain g ge

o fa f ef

3 qaf q ki

& kaf k ka

J lam I el

e mim m em

Q nun n cn

3 wau w we

A ha h ha

£ hamzah R apostrof
¢ ya y ye

Vokal

Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga
dikenal dua jenis vokal, yaitu vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap
(diftong), yaitu:

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a a
kasrah i i
dhammah u u
Contoh:

<3S ditulis kataba




2. Vokal Rangkap (Diftong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya ai adan i
s fathah dan wau au adanu
Contoh:
< ditulis  Kkaifa
III. Maddah
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
] , | fathah dan alif atau a a dan garis
ya di atas
¢ kasrah dan ya i i dan garis
di atas
s __ dhammah dan wau a u dan garis
di atas
Contoh:
o ditulis rama

IV. Ta’ Marbiitah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbitah hidup ditulis /v.

2. Ta’ marbitah mati ditulis /h/.

i jadalaa ditulis mashlahah mursalah

X1




VI.

VII.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbiitah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al ( J' ) serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf diberi

tanda syaddah itu.

Contoh: U ditulis rabbana

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu al ( J' ). Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan
yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

hubung/sambung.

Hamzah

Sesuai dengan aturan yang di depan, hamzah ditransliterasikan

dengan apostrof. Namun, itu jika hamzah terletak di tengah dan di akhir
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IX.

kata. Jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

S gl ditulis umirtu

-

Oeaals ditulis ta’khudziina

Penulisan Kata-Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan
dengan dua cara, yaitu bisa per kata dan bisa pula dirangkaikan. Namun,
penulis memilih penulisan kata dengan dirangkaikan.

Contoh:

-

Al G ditulis hagqul milkiyyah

Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Singkatan-Singkatan

SWT : Subhanahu wa ta’ ala

SAW : Shalallahu ‘alaihi wa sallam

QS. : Al-Qur’an Surat

HR : Hadits Riwayat

t.th : tanpa tahun

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

uu : Undang-Undang

BUMN : Badan Usaha Milik Negara
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

[slam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur
masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan
sang khalik, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan
manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar, ajaran Islam terbagi
menjadi tiga kerangka, yaitu agidah, syari’ah dan akhlaq. Syari’ah sendiri
terbagi menjadi dua kerangka besar, yaitu bidang mu’amalat dan ibadat.
Bidang mu’amalat dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu politik, ekonomi
dan sosial.'

Bidang ekonomi merupakan hal yang tidak akan terlepas dari
kehidupan ranusia di dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara individu
maupun kolektif (bermasyarakat dan bernegara). Dalam kehidupan bernegara
di bidang ekonomi, sctiap tahun pemerintah mengajukan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Di dalam APBN itu dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan

dan pengeluaran negara, yang merupakan unsur-unsur dalam kebijakan fiskal.

' Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuwangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: Ull
Press, 2000, hal. 2



Teori kebijakan fiskal pertama kali muncul pada tzhun 1930-an
ketika kebijakan moneter tidak sanggup lagi menanggulangi depresi. Pada
saat terjadi depresi, maka cara yang ditempuh oleh kebijakan moneter adalah
dengan menambah uang beredar, di mana pemerintah membeli surat-surat
berharga. Namun karena harga cenderung turun, maka para investor tidak
berani mengadakan investasi. Oleh karena itu bukan swasta yang harus ambil
bagian, melainkan pemerintah dengan menciptakan proyek-proyek yang
membutuhkan pengeluaran pemerintah. Ketika Keynes menerbitkan bukunya
yang berjudul The Gereral Theory of Employment Interest and Money pada
tahun 1936, sejak itulah peranan pemerintah mulai menonjol dalam bidang

o2
pereknomian.

Dasar pikiran dalam kebijakan fiskal adalah bahwa pemerintah
tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh tindakan masing-
masing terhadap masyarakat. Umumnya para individu akan mengurangi
pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah justru
sebaliknya. Di dalam masa depresi tingkat kegiatan ekonomi sangat rendah,
oleh karenanya pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak juga
akan menurun pula. Apabila dalam keadaan seperti itu pemerintah

mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih

? M. Suparmoko, Kenangan Negara dalam Teori dan Praktek, ed. 5, cet. 2, Yogyakarta:
BPFE Yogyakarta, 2003, hal. 256-257. Dalam buku tersebut, Keynes mengatakan bahwa untuk
menolong sistem perekonomian negara-negara Barat yang sedang mengalami depresi, mereka
harus bersedia meninggalkan ideologi /aissez faire yang terkandung dalam pemikiran klasik. Tidak
bisa tidak, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam
mengembalikan perekonomian nasional. Dalam masa depresi, pemerintah harus bersedia
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa menyerap tenaga kerja
yang tidak dapat diserap oleh sektor swasta. Dan sebaliknya pada masa inflasi, pemerintahpun
harus bersedia mengurang: pengeluarannya. Lihat Boediono, Seri Sinopsis Pengantar llmu
Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro, ed. 4, cet. 20, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001, hal. 31-32.



yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam ekonomi
makro, yaitu pengangguran, inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu contoh kebijakan tiskal adalah pengenaan pajak. Pajak
merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Namun, jika terjadi
excessive tax (pajak yang berlebihan), maka biaya produksi akan bertambah,
dan untuk menutup biaya produksi tersebut, maka produsen juga akan
menaikkan harga produk. Jika harga terus naik, sedangkan income masyarakat
tetap, maka daya beli masyarakat akan menurun, dan akibatnya jumlah
produk di gudang akan menumpuk. Untuk menutup biaya produksi yang
semakin tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi, yang
kemudian akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sechingga
pengangguranpun bertambah. Dan jika produsen terus mengurangi
produksinya, maka aggregate supply6 akan menurun. Karena aggregate
supply menurun dan aggregate demand’ meningkat, maka harga produk akan
membumbung tinggi dan terjadilah inflasi.

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman
Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.8 Pada masa Rasulullah SAW dan
Khulafaur Rasyidin pengeluaran negara lebih diorientasikan pada penyebaran
Islam dan kesejahteraan rakyat, dan mereka berprinsip tidak ada pengeluaran

jika tidak ada pendapatan. Pendapatan negara pada masa awal Islam tidak

6 penawaran total, yaitu seluruh barang dan jasa yang ditawarkan/tersedia di pasar.

" Permintaan total, yaitu seluruh permintaan barang dan jasa di pasar.

8 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..., hal. 107, lihat
juga Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani
Press, 2001, hal. 25.



hanya terbatas dari zakat, tetapi juga dari kharaj, khums, jizyah, dan
pendapatan lain (kaffurah).’

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, ada beberapa cara yang
dapat digunakan untuk menghimpun dana guna membiayai operasional
pemerintahan, antara lain dengan membuka usaha bisnis (BUMN), memungut
pajak, dan menerima pinjaman,'® baik dari masyarakat dalam negeri maupun
luar negeri. Dan belanja negara dalam ekonomi konvensional diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga), yaitu wasteful spending, productive spending dan transfer
payment. Wasteful spending (pembiayaan boros) adalah ketika belanja negara
memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan. Discbut productive spending (pembiayaan produktif) jika belanja
negara memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
Dan disebut transfer payment (pembiayaan berimbang) adalah apabila jumlah
manfaat yang diterima sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan.'!

Dalam perkembangan perekonomian sekarang ini, kebijakan fiskal
merupakan hal yang penting. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang
tidak tahu tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan lebih
memahami kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional. Untuk itulah

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kebijakan fiskal dalam

ekonomi Islam.

° Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet. 2, Jakarta: 11T

Indonesia, 2002, hal. 79-95.
1% Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..., hal. 124.

Y bid, hal. 113-115.



B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul
skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang maksud dari judul skripsi
ini, yaitu “KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM”.
Secara bahasa fiskal berarti pajak.'* Sedangkan secara istilah fiskal
berarti hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan dan penggeluaran
negara. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan

penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi
serta mendorong pertumbuhan ekonomi."”

Ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah

. . o e er . 14
ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul “KEBIJAKAN FISKAL
DALAM EKONOMI ISLAM?” adalah bagaimana sebenarnya ekonomi Islam
mengatur tentang kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi

dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan masalah: Bagaimana konsep ekonomi Islam tentang kebijakan

fiskal?

12 gydarsono, Kamus Hukum, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 130.
13 A diwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..., hal. 107.
4 Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam, cet. 2, Yogyakarta:

Ekonisia, 2004, hal. 6.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kajian
tentang analisis kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal.

2. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang
pendapatan, pengeluaran dan distribusi pendapatan negara.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini
adalah:

1. Memberikan informasi tentang konsep kebijakan fiskal dalam ekonomi
Islam, khususnya tentang pendapatan, pengeluarar dan distribusi
pendapatan negara dalam ekonomi Islam.

2. Dapat dijadikan sebagai wacana bagi pembaca, khususnya yang ingin
mendalami tentang ekonomi Islam, baik kalangan pelajar, mahasiswa

maupun umum.

3. Memperkaya khasanah literatur kepustakaan ekonomi Islam, khususnya

mengenai analisis kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Fokus studi yang menjadi objek penelitian ini berkisar pada
masalah fiskal dan bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang kebijakan
fiskal. Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap berbagai literatur,

penulis menemukan bahwa buku-buku yang membahas tentany masalah ini

masih sangat terbatas. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang



mengangkat masalah ini di dalam skripsi mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN
Purwokerto.

Pembahasan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam
memang tidak secara eksplisit tersurat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Namun hal itu dapat diketahui dari sejarah perkembangan masyarakat muslim
dan perkembangan negara Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah SAW
dan dilanjutkan oleh para sahabat (Khulafaur Rasyidin)."

Meskipun demikian, ada beberapa orang yang telah melakukan
kajian tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diantaranya:
Muhammad dalam bukunya Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi
Islam,'® Adiwarman Azwar Karim dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi

Islam,"” dan M. Nazori Majid dalam buku Pemikiran Ekonomi Islam Abu

Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian. 18

Dalam karyanya, mereka membahas tentang kebijakan fiskal pada
masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam secara umum. Di dalam pembahasan tentang kebijakan fiskal
pada masa Rasulullah SAW dijelaskan tentang komponen kebijakan fiskal
yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan pajak, sumber pendapatan
sekunder, zakat, dan ushr, serta baitul mal. Sedangkan pada masa Khulafaur
Rasyidin dibahas tentang kebijakan fiskal pada masing-masing khalifah, dari

khalifah Abu Bakar Shidiq sampai dengan khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan

15 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, ed. 1, Jakarta:

Salemba Empat, 2002, hal. 180.
'S Ibid, hal. 179 - 204.
7 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran..., hal. 19 - 115.
18 M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf..., hal. 171 - 242.




pembahasan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam meliputi
peranan, tujuan, dan komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.
Komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam meliputi zakat, ghanimah,
kharaj, jizyah, dan ushr. Kemudian Adiwarman A. Karim menambahkan
penjelasan tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang
meliputi peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja,
kebijakan pajak, anggaran belanja dan kebijakan fiskal khusus."

Selain dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman
A. Karim juga membahas kajian kebijakan fiskal dalam buku £konomi Islam
Suatu  Kajian Ekonomi Makro.® Menurutnya kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara
untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.*'

Di dalam buku tersebut dibahas tentang anggaran belanja negara
dan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan Islam. Pembahasan mengenai
anggaran belanja negara meliputi pengertian, klasifikasi anggaran belanja,
anggaran belanja pemerintahan Islam, anggaran pendapatan negara dan
anggaran pendapatan pemerintahan Islam. Di negara konvensional, sumber
pendapatan negara antara lain dengan cara membuka usaha bisnis (mendirikan
BUMN), memungut pajak, dan menerima pinjaman, sedangkan dalam negara

Islam sumber pendapatan negara adalah kharaj, zakai, khums, jizyah dan

kaffarah.

137.

19 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran..., hal. 112-113.
% Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..., hal. 107-

3 Ibid, hal. 107.
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Boediono dalam bukunya Seri Sinopsis Pengantar llmu Ekonomi
No. 2: Ekonomi Mukro menjelaskan pengaruh kebijakan fiskal dalam APBN,
baik pada pos penerimaan maupun pengeluaran. Jika pemerintah
mengeluarkan kebijakan tentang pajak, maka akan mempengaruhi sisi
penerimaan dalam APBN, dan jika mengeluarkan kebijakan tentang gaji
pegawai, maka akan mempengaruhi sisi pengeluaran dalam APBN. Menurut
Boediono, sumber utama penerimaan negara adalah dari berbagai pajak,
pinjaman dari Bank Sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan
pinjaman dari luar negeri.

Selain itu Boediono juga menjelaskan tentang berbagai macam
pembiayaan APBN, yaitu APBN defisit, surplus dan seimbang. Dikatakan
defisit apabila penerimaan pajak tidak bisa mencukupi seluruh pengeluaran
negara, atau penerimaan pajak + pinjaman masyarakat dalam negeri tidak bisa
mencukupi seluruh pengeluaran pemerintah, atau jika pajak + pinjaman dalam
negeri + pinjaman luar negeri tidak bisa mencukupi untuk membiayai seluruh
pengeluaran pemcrinlah.22 Begitu juga dengan pengertian APBN surplus dan
berimbang.

Kemudian dalam buku Pengantar Teori Makroekonomi karya
Sadono Sukirno dijelaskan bahwa sumber pendapatan negara yang paling
utama di negara-negara konvensional adalah pajak dengan berbagai macam
jenisnya. Selain menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang digunakan sebagai

sumber pendapatan utama negara, juga dijelaskan tentang pengeluaran

2 Boediono, Seri Sinopsis... ,hal. 110 =111,
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pemerintah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, fungsi pengeluaran
pemerintah, masalah-masalah ekonomi makro yang dapat diselesaikan
dengan kebijakan fiskal, dan kebijakan fiskal diskresioner, yaitu suatu bentuk

kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dalam ekonomi
makro (pengangguran, inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi) dan timing
dalam menjalankan kebijakan itu disesuaikan dengan masalah yang

dihadapi.”

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan.”* Jadi untuk memudahkan pelaksanaan
penelitian ini, penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur

yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.” Yang menjadi
sumber penelitian ini adalah teks-teks Al-Qur’an dan Hadits, RAPBN,

APBN dan Undang-Undang yang terkait dengan kebijakan fiskal.

B gadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, ed. 2, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2000, hal. 135 - 182. N -
# Goedjono Soekarno, Penclitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2001, hal. 13.
2 Soejono Soekanto, Penganiar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta; UII Press, 1986, hal.

12
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Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku tentang
ekonomi makro dan kebijakan publik, khususnya tentang kebijakan fiskal,
di antaranya Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam karya
Muhammad, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Adiwarman A.
Karim, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan
Ekonomi Kekinian karya M. Nazori Majid, Ekonomi Islam Suatu Kajian
Ekonomi Makro karya Adiwarman A. Karim, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu
Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro karya Boediono.

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, penulis juga
menggunakan buku-buku lain sebagai rujukan sekunder dan sebagai
penguat argumen yang dikemukakan, di antaranya adalah Kewangan
Negara dalam Teori dan Praktek karya M. Suparmoko,’® Membangun
Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif  Islam karya Taqyuddin An-
Nabhani,?’ dan Ekonomi Islam: Teori dan Praktek karya M. Abdul

Manan,28 dan lain-lain.

3. Metode Pengumpu!'an Daia

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary
research), maka pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi,
yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

26 M, Suparmoko. Kcuaun Negara dalam Teori dan Praktek, ed. 5, ¢ = 2, Yogyakarta:

BPFE Yo%;/akarta, 2003, tal. 47-200. y ‘
Taqyuddin Ai-Nathan, Membangur: Sistem Ekonomi Alternaty Perspektif Islam,

Terj. Maghfur Wachid, cet 7 swabaya: Risalah Gusti, 2002, hal. 253 - 269.
28 M A. Manan, Skozomi Islant: Teori dan Prektek, Ter). Nastangin, Yopya:arta: Dana

Bhakti Wakaf, 1995, hal. 270 - 241,
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sebagainya.”” Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku tentang
ekonomi makro dan kebijakan publik, untuk kemnudian dianalisa dan
dikonseptualisasikan.
4. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
normatif atau discbut juga pendekatan doktriner, yaitu penelitian yang
dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis.’® Dalam

hal ini yang berkaitan dengan materi kebijakan fiskal dalam ekonomi

Islam.

5. Analisis Data

Metode analisis data adalah cara menguraikan data atau
menyajikan data yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas.’!
Untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode content analysis, yaitu teknik yang digunakan untuk
menarik kesimpulan melalui menemukan Kkarakteristik pesan, dan
dilakukan secara objektif dan sistematis.’®> Di samping itu juga
menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan

secara tepat sifat-sifat suatu individu dalam keadaan kelompok tertentu.**

29 guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praitzk, ed. revisi, cet.

12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hal. 206.
axarta. Bambangp Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika,

1991, hal. 13. Ny _
31 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 71.

32 goejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, cet.

1, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 13. N
33 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1994,

hal. 30.
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G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Halaman
terdepan adalah halaman formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman
nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman
persembahan, kata pengantar, pedomann transliterasi, dan daftar isi.

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi
ini, maka perlu penulis kemukakan sistematika penulisannya, yaitu sebagai
berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang
Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memahami tentang kebijakan fiskal, maka pada Bab II
akan dibahas Tinjauan Umum tentang Kebijakan Fiskal, yang meliputi:
Pengertian fiskal dan kebijakan fiskal, Fungsi, Komponen, dan Teori-teori
dasar kebijakan fiskal.

Karena kebijakan fiskal membahas dua masalah besar, yaitu
pendapatan dan pengeluaran negara, maka Bab III dibagi menjadi dua sub
bahasan, yaitu sub bahasan tentang Anggaran Pendapatan Negara dan sub
bahasan tentang Anggaran Belanja Negara. Namun sebelum membahas
tentang anggaran pendapatan negara terlebih dahulu akan dibahas tentang

pengertian kebijakan fiskal. Sub bahasan Anggaran Pendapatan Negara

meliputi: zakat, jizyah, kharaj, ‘usyur, sumber daya alam, dan pajak. Sub




bahasan Anggaran Belanja Negara meliputi: Alokasi belanja negara, Tujuan

penggunaan kekayaan negara.
Dan inti dari pembahasan dari skripsi ini akan dibahas pada Bab
IV, yaitu Analisis Konsep Ekonomi Islam tentang Kebijakan Fiskal, yang

meliputi: Analisis pendapatan negara dan Analisis distribusi pendapatan

negara.
Bagian penutup dari skripsi ini penulis sajikan dalam Bab V, yaitu
Penutup, yang meliputi: Kesimpulan, Saran-Saran dan Kata Penutup. Dan

bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar

Riwayat Hidup.




BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian Fiskal dan Kebijakan Fiskal

Sebelum berbicara tentang kebijakan fiskal, terlebih dahulu penulis

akan membahas tentang masalah fiskal. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi,

fiskal diartikan scbagai pajak.' Sedangkan dalam Kamus Hukum, fiskal

diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan
pendapatan nt:g:—.ua.2

Definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah iuran kepada

negara yang terutang oleh wajib pajak, berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapat prestasi/balas jasa sccara langsung.” Menurut M. Suparmoko,

pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.*

Sedangkan pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai

k membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah yang

kewajiban untu

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.” Dari definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak terdiri dari: iuran rakyat (wajib pajak)

kepada negara, adanya pcraturan/undang—undang, dapat dipaksakan, dan

tidak mendapat i mbalan/balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.
[
| Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Leng

2003, hal. 152.
2 qudarsono, Kamus Hu

kap Ekonomi, cet. 1, Jakarta: Gramedia Press,

kum, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 130.
3 Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 31.
: M Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Prakiek, ed. 5, cet. 12,

4 : E Yogyakarta, 2003, hal. 94. ‘ N | |
YogyakargaCEZF[nayaﬁ,y Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak, Terj. Zainuddin Adnan &

Nailul Falah, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 1.
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Dalam UU No. 17 Tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa pendapatan

negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan
bersih.® Kemudian dalam pasal 11 ayat 3 UU tersebut, disebutkan bahwa
pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak
dan hibah.’

Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam
menyelenggarakan pemerintahan serta membina kesejahteraan rakyat.
Dengan kata lain, pemerintah memberikan balas jasa secara tidak langsung
kepada wajib pajak melalui pengadaan jasa pelayanan umum yang dinikmati
masyarakat, seperti: jalan raya, jembatan, irigasi, rumah sakit,
penanggulangan bencana alam, keamanan, pertahanan negara dan lain-lain.

Kebijakan fiskal, secara tradisional dikenal dengan keuangan publik,
karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan
ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang
dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan.® Secara
etimologis, kebijakan fiskal terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal.
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.9 Dan fiskal seperti telah

6 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang No. 15' Tahun ?004 tentang Pemerikasaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dilengkapi dengan Undang-Undangn
No gl Yahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, cet. 1, Bandung: Fokusmedia, 2004, hal. 113.

 [bid., hal. 119. ‘
8 Muhammad, Kebijakan Fis

02, hal. 179. )
Salemba Ign]ﬁ?; %gnyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 242.

kal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, ed. 1, Jakarta:




dijelaskan di atas diartikan dengan pajak,'® atau segala sesuatu yang

berhubungan dengan pajak dan pendapatan negara."'

Sedangkan secara terminologis, ada beberapa definisi atau pengertian
kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi diantaranya:
Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk
menjaga stabilisasi ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.'?
Sadono Sukirno mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah
pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau
dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah

ekonomi yang dihadapi."

Menurut Suryana, kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah

dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan

kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.'’ Menurut M. Nazori Majid,
kebijakan fiskal yang dikenal dengan kebijakan keuangan publik adalah suatu
kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-

sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi  kebutuhan publik dan

., hal. 152.

10 Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap...
lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat

' gudarsono, Kamus Hukum..., hal.130,
Pembinaan dan Pengembangan, Kamus Besar..., hal. 115.
12 pdiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, cet. 1, Jakarta:

1T Indonesia, 2002, hal. 107. ) .
13 gadono Sukirno, Pengantar Teori Makkroekonomi, ed. 2, cet. 11, Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 170. '
4 Suryana, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, ed. 1, Jakarta:

Salemba Empat, 2000, hal. 106.




pemerintahan.'” Sedangkan Winardi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai

penggunaan pengeluaran pemerintah, pemajakan dan peminjaman untuk maksud
memperbesar atau mengurangi permintaaan total (aggregate demand).'®

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa
kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam
bidang ekonomi, khususnya tentang pendapatan dan pengeluaran negara yang
bertujuan untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

B. Fungsi Kebijakan Fiskal

Berbicara mengenai kebijakan fiskal pada dasarnya adalah berbicara
mengenai APBN, karena di dalam APBN dijelaskan tentang sumber-sumber
pendapatan negara dan pengeluaran negara. Setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tentang pendapatan dan pengeluaran negara,
maka akan mempengaruhi sisi-sisi APBN, baik pada sisi pendapatan maupun

sisi pengeluaran.

Secara umum fungsi kebijakan fiskal meliputi:'’

1. Alokasi

Dulu sumber pendapatan negara hanya dari pajak. Namun

sekarang negara bisa memperoleh dana tambahan dengan cara

ran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan

Is M. Nazori Majid, Pemiki ’ )
Ekonomi Ke/(h,:,,-an a(z:et- I, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) — STIS Yogyakarta,

2000, hal"z l\?jinardi Pengantar limu Ekonomi Jilid 1, ed. 7, cet. 2, Bandung: Tarsito, 2000, hal.

287. 17 M. A. Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana

Bhakti Wakaf, 1995, hal. 243.




3.

2.

“meminjam” kepada bank sentralnya, dan mengeluarkan obligasi lalu

menjualnya di pasar uang dalam dan luar negeri.'® Dengan adanya
tambahan tersebut berarti pendapatan negara juga meningkat.

Agar pendapatan negara bisa mencukupi semua kebutuhan
pemerintah, maka pendapatan negara harus dialokasikan dengan tepat,
sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sektor-sektor
yang dibiayai dengan anggaran pendapatan negara tersebut harus

ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, tanpa membedakan ras, agama dan

warna kulit.

Distribusi

Distribusi merupakan kelanjutan dari alokasi. Setelah pendapatan
negara dialokasikan, kemudian didistribusikan  sesuai dengan
pengalokasian pendapatan negara tersebut. Pendistribusian dilakukan
sesuai dengan fiming yang telah ditentukan, agar tidak terjadi tumpang
tindih pendistribusian dana anggaran pendapatan negara.

Dalam distribusi pendapatan negara pemerintah dapat menerapkan

dua cara, yaitu: melakukan transfer tunai (cash transfer) dan memberikan

bantuan barang secara langsung kepada masyarakat yang

19
membutuhkan.

Stabilisasi

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi

kinerja masyarakat dan pemerintah. Apabila tingkat kegiatan ekonomi

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 20

8 Boediono, Seri Sinopsis Pengantar llmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro, cet. 20,
01, hal. 110-111.

_Karim, Ekonomi Islam..., hal. 110.

19 Adiwarman A




rendah dan terdapat banyak pengangguran, pemerintah akan melakukan

perbelanjaan yang melebihi pendapatannya. Akan tetapi apabila yang
dihadapi pemerintah adalah keadaan di mana tingkat kegiatan ekonomi
tinggi, kesempatan kerja penuh sudah tercapai,, pemerintah akan
berusaha agar perbelanjaannya dihemat sehingga pemerintah dapat
membuat tabungan dari pendapatannya.’® Dengan kata lain, selain untuk

alokasi, distribusi dan stabilisasi, kebijakan fiskal berfungsi untuk

mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi.

C. Komponen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan sistem kebijakan keuangan suatu negara.

Dalam kebijakan fiskal ada tiga komponen pokok, yaitu penerimaan negara,

pengeluaran negara dan utang negara.”!

1.

Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan hal yang paling penting bagi
keberlangsungan kegiatan operasional pemerintahan. Karena tanpa
adanya dana (penerimaan negara) kegiatan operasional pemerintahan
tidak akan berjalan. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 disebutkan
bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.??
Seperti telah disebutkan di depan, penerimaan negara berasal dari pajak

dengan berbagai macam jenisnya, pinjaman masyarakat dalam negeri,

20 gadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, ed. 3, cet. 19, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2003, hal. 426-427. . .
21 Muhammad, Kebijakan Fi iskal..., hal. 198-202, lihat juga M. Nazori Majid, Pemikiran

Ekonomi Islam..., hal. 206-213. .
22 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan..., hal. 113.
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pinjaman masyarakat luar negeri dan pinjaman dari bank sentral.”
Adapula yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mendapatkan dana
dengan cara membuka usaha bisnis (BUMN).*

Dalam APBN Indonesia, sisi penerimaan terdiri dari sumber
penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan
pembangunan. Penerimaan rutin terdiri dari pajak langsung, pajak tidak
langsung dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan
pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.zs
1. 1. Pajak

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah
yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung
dapat ditunjuk.26 Sedangkan pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan
pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh

pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa

adanya imbalan tertentu.”’

Seperti disebutkan di atas bahwa sumber penerimaan rutin terdiri
dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah
pajak yang beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.?®
Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang melakukan kegiatan

dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak.

3 Boediono, Seri Sinopsis..., hal. 110.
2 A diwarman A. Karim, Ekonomi Islam..., hal. 124 -125.

25 M. Suparmoko, Keuangan Negara ..., hal. 48-50.
% bid,, hal. 94.

27 Gazi Inayah, Teori
28\, Suparmoko, Keu

Komprehensip..., hal. |
angan Negara..., hal. 144.




Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban

pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain.” Contoh dari pajak tidak
langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke
harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang. Oleh sebab itu pajak
penjualan cenderung mengakibatkan kenaikan harga.

Pajak akan mempengaruhi permintaan agregat secara tidak
langsung lewat pengaruhnya terhadap disposable income, dan

selanjutnya terhadap pengeluaran konsumsi. Jika pajak naik, maka
disposable income turun dengan jumlah yang sama, dan pengeluaran
konsumsi juga turun.

1.2. Pinjaman Dalam Negeri

Pemerintah dapat meminjam dana kepada masyarakat dalam
negeri dengan cara mengeluarkan obligasi dan menjualnya di pasar uang
dalam negeri. Penarikan dana dengan cara ini akan mengurangi jumlah
uang beredar, dan kemudian menurunkan permintaan agregat.

1.3. Pinjaman Luar Negeri

Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari luar negeri dengan
cara yang sama dengan cara untuk mendapatkan pinjaman dalam negeri,

yaitu mengeluarkan obligasi lalu menjualnya di pasar uang luar negeri.

Dalam hal ini pemerintah akan mendapatkan devisa (mata uang asing)

dari negara yang membeli obligasi pemerintah.

® Ibid.




Apabila devisa tersebut digunakan untuk mengimpor barang-

barang yang langsung digunakan oleh pemerintah, maka tidak ada

pengaruh terhadap perekonomian. Namun, apabila devisa tersebut

digunakan untuk mengimpor barang-barang yang dijual kembali kepada

masyarakat, maka akan berpengaruh:3 0

e Di bidang moneter, penjualan barang tersebut kepada masyarakat
akan mengurangi jumlah uang beredar sebesar nilai jual barang
tersebut.

e Di pasar barang dalam negeri, permintaan agregat terhadap barang-
barang produksi dalam negeri menurun, karena sebagian telah
dipenuhi oleh barang-barang impor.

1.4. Kredit Bank Sentral

Selain meminjam kepada masyarakat dalam dan luar negeri,
pemerintah juga bisa “meminjam” dana dari bank sentralnya. Perbedaan
antara kredit bank sentral dengan kredit bank umum adalah bahwa bank
sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti
(reserve money). Dalam ungkapan yang lebih popular, pemberian kredit
bank sentral kepada pemerintah identik dengan pencetakan uang baru.

Dan hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang

31
beredar.

% Boediono, Seri Sinopsis.... hal. 124.

3 jpid., hal. 110 - 111
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Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara (anggaran belanja negara) adalah semua
anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh tingkat
pemerintahan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pajak yang
diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan
pemerintah. Sebagian digunakan untuk membiayai administrasi
pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah tergantung beberapa
faktor, diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-
tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi
jangka panjang dan perkembangan politik dan keamanan.*

Menurut jenisnya, pengeluaran negara dapat diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu wasteful spending, productive spending, dan transfer
payment. Wasteful spending terjadi jika biaya yang dikeluarkan lebih
besar dari manfaat yang diperoleh. Productive spending terjadi jika biaya

yang dikeluarkan lebih kecil dari manfaat yang diperoleh, dan transfer

payment terjadi apabila biaya yang dikeluarkan sama dengan manfaat

yang dipelrole:h.33

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan

menjadi dua, yaitu temporary spending dan permanent spending.

Temporary spending adalah pembiayaan yang dilakukan sekali waktu,

ekonomi..., hal. 151 — 152,
hal. 113 - 115.

32 gadono Sukimo, Pengantar Teqri Makro
33 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Isiam...,




dan permanent spending adalah pembiayaan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu.>*

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhaustive, yaitu
merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat
langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi
Pengeluaran pemerintah juga dapat bersifat transfer, yaitu berupa
pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial
kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pul;
kepada negara lain sebagai hadiah.*® Pengeluaran pemerintah diantaranya

adalah pembelian barang/jasa, gaji pegawai dan transfer payment

2.1. Pembelian Barang /Jasa

Yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah di sini adalah
semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah-pemerintah daerah.® Adanya perubahan pengeluaran
pemerintah untuk pembelian barangfjasa ( G ) akan menimbulkan
perubahan pada permintaan agregat ( Z ). Hal ini juga akan merubah
tingkat harga ( P ) dan hasil produksi ( Q ) yang selanjutnya akan
merubah permintaan uang ( L) dan tingkat suku bunga (r ). Perubahan

suku bunga ( r) akan merubah tingkat investasi (I ). Perubahan ini dapat

digambarkan dalam skema:

o e

34 Ibid,, hal. 115
35 M. Suparmoko,
36 goediono, Seri Sinopsis..-»

, hal. 22.

Keuangan Negara...
hal. 50.
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Keterangan:
G  : Pembelian barang/jasa oleh pemerintah
Z  :Permintaan agregat
P : Tingkat harga
Q  : Hasil produksi
: Permintaan uang
r : Tingkat suku buriga
| : Tingkat investasi
A : Delta (perubahan)

2.2. Gaji Pegawai

Perubahan gaji ( W ) secara tidak langsung akan mempengaruhi Z.

Perubahan W akan mengakibatkan perubahan disposable income ('Y ).

Perubaha
Dan perubahan C akan berakibat pada perubahan Z, P, Q, L, rdanl,

Gaji pegawai merupakan pos yang penting dalam  APBN.

seperti skema berikut:

n Y akan mempengaruhi Z melalui pengeluaran konsumsi ( C ).




Al

"\ +

Keterangan:

W  : Gaji pegawai

Y  : Tingkat pendapatan

C  : Pengeluaran konsumsi

2.3. Transfer Payment

/

APAQ

Transfer payment merupakan pemberian pemerintah langsung

kepada warganya, misal pensiun. Secara ekonomis transfer payment (R )

mempunyai pengaruh yang sama dengan gaji pegawai ( W ). Perubahan

R akan berakibat langsung kepada disposable income ('Y ) masyarakat

yang selanjutnya akan mempengaruhi perubahan Z melalui pengeluaran

konsumsi ( C ), seperti skema berikut:

+ + +
I
Al

\ + +

Ar +«— AL

AP,AQ




Keterangan:

R : Pembayaran transfer payment
Utang Negara

Utang ncgara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.’’ ttang negara
berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Utang dalam negeri
dapat diperoleh dengan cara mengeluarkan obligasi dan menjualnya di
pasar uang dalam negeri. Bila masyarakat (termasuk bank-bank)
membeli surat berharga ini, maka pemerintah akan memperoleh dana
yang semula ada ditangan masyarakat.

Selain dengan menjual obligasi kepada masyarakat dalam negeri,
a dapat meminjam kepada bank sentralnya. Namun, bank

pemerintah jug

sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti

baru. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang

beredar di masyarakat, dan sangat rawan untuk terjadinya inflasi.

Cara terakhir untuk memperoleh dana adalah dengan meminjam

dari luar negeri. Caranya dengan menjual obligasi pemerintah di pasar

uang luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah akan menerima dana dalam

bentuk devisa atau mata uang asing, dan si pembeli di luar negeri

menerima obligast pemerintah. Cara ini discbut “kredit komersial™ dari

Himpunan Peraturan.... hal. 35.

37 Tim Redaksi Fokusmedia,
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b. Pengeluar 1
geluaran pemerintah untuk gaji pegawai

c. Pe i
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{40

Ada beberapa pengertian yang berbeda tentang budget defi
efisi

“paling ketat” mengatakan bahwa budget defisi
1s1t

yaitu: pengertian yang

uh pengeluaran pemer

aling utama, yaitu pajak. Sedangk
an

terjadi apabila selur intah tidak dapat dibiayai ol
ai oleh

sumber kecuangan negara yans P
» mengatakan bahwa budget defisit terjadi
i

pengertian yang «iurang ketat
apabila penerimadl pajak * pinjaman pemerintah dari masyarakat dal
alam
kupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah
n

negeri tidak menev
tentang budget defisit

cspaling lllnak”

n bahwa budg .adi apabila pajak + pinjaman dari
Il

geri + pinjaman dari luar negeri tidak mencukupi
1

geluaran pemerinta

pemerintah harus meminjam dari bank
1

dapat disimpulkan bahwa budget

mengataka
kat dalam P°

SelUl'Uh pen

masyara
h. Dengan kata lain,

untuk membiayai
rjadi apabila
rtian di atas
pemerintah lebi

budget defisit t€

emuad pens®
penerimaa"

sentral. Darl S
h kecil daripada

defisit terjadi apabila

pengeluaran-m

j Islam-- hal. | 17.

0
Ibid., hal. 111
4 A djwarman »- Karim, Ekono™

.




2. Budget Berim

Pinjaman dari masyarakat dalam negeri, secara ekonomis lebih

wajar, karena pinjaman semacam ini tidak menambah jumlah uan
g

beredar di dalam negeri, karcna dana yang diperoleh pemerintah adalah

dana yang sebelumnya ada ditangan masyarakat. Dalam pinjaman ini

hanya terjadi pengalihan hak penggunaan dana.*?

Sedangkan pinjaman kepada bank sentral berarti menambah

jumlah uang beredar di dalam negeri. Mengapa? Karena bank sentral

hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti. Dan

penambahan uang inti berarti penambahan jumlah uang beredar.”

erintah harus berhati-hati dalam meminjam kepada bank

Namun, pem

tral (penambahan uang inti
makin besar pula kemungkinan terjadinya inflasi.

), karena semakin banyak uang inti dicetak

se€n

(beredar), maka s€

bang (Balance)

Seperti halnya budge

mempunyai beberapa pengertian. Pengertian yang “paling ketat” adalah
akan terjadi budge! perimbang (balance) apabila pendzpatan pemerintah

dari sektor pajak bis
«“kurang Ketat” adalah apabila pajak + pinjaman dari

encukupi pengeluaran pemerintah. Dan
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lain, budget berimbang (balance) adalah

pcmcrinlah. [Dengan kata
encrime i € 44
pencrimaan pemenntah sama besar dengan pengeluaran pemerintah
rintah.
P ¢ h]] kon()[[li klasnk berkeyakinan bahwa el[ler].ntah
ara a ¢ p harus
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sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak
pay

dan pendapatan lainnya.”* Apabila pendapatan pemerintah bertambah

pengeluaran yang lebih besar, tetapi

maka pemerintah dapat membuat

apabila pendapatan pemerintah berkurang, pemerintah juga h
arus

mengurangl pengeluarannya.
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rmasalahan perckonomian. Di dalam masa

balance tidak selalu memberikan
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bertambah dan menimbulkan kelebihan permintaan agregat. Hal ini akan
menyebabkan kenaikan harga dan inflasi.

3. Budget Surplus
Budget surplus akan terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih

besar dari pengeluaran.‘“’ Penerimaan di sini bisa berarti pajak, pajak +

pinjaman dalam nege:, dan pajak + pinjaman dari dalam negeri +
pinjaman dari luar negeri.

Besarnya surplus/deﬁsit anggaran dipengaruhi oleh berbagai

variabel kebijak

erintah, pembayaran transfer, dan tarif pajak. Surplus anggaran

oleh pem
ngaruhi oleh perubahan pungutan dan pembayaran

belanja juga dipe

g disebabkan karena adanya perubahan dalam tingkat

transfer yan

7
pendapatan.4
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PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN FISKAL

DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kcbijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Jika secara umum
kebijakan fiskal  bertujuan untuk  menjaga stabilitas ekonomi dan
takan pcrlumbulmn ckonomi, maka dalam konsep ekonomi Islam

meningka
n untuk mengembangakan perekonomian umat

kebijakan fiskal juga bertujua
yang berimbang dengan memperhatikan nilai-nilai

dengan distribusi kekayaan

material dan spiritual.
jakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam dapat

Agar tujuan kebl

an pendapata belanja negara juga harus

n dan
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B. Anggaran pPendapatan Negara
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apapun dan di manapun jua.! Zakat adalah sebagian kecil dari serangkai
an

ibadah manusia yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup manusia
usia

dan merupakan ibadah maliyah ijt
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syara’, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap

muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat

tertentu pula.

| di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua muslim

Dari definis
mbayar zakat, hanya orang muslim dewasa, berakal, merdeka

wajib me
yang mencapai nishab d

an haul yang wajib

dan memiliki kekayaanh
yang mewajibkan membayar zakat,

membayar zakat. Gumber hukum

diantaranya:

ERVRYESE oyl 43

reka, dengan zakat itu kamu

sebagian harta me

«Ambillah zakat dari
» (QS. At-Taubah: 103)°

an mensucikan

S sie gl el BS

OB

membersihkan d mereka. ..

|y 5 sel) 1529

‘ﬂy} e_@_._.dpd)i-‘f} o

beriman, mengerjakan amal shaleh,

\———/ . I_Qur,any
n Pgent Jal. 297,

5 yayasan
Bandung: Gema Ris
6 Ibid., hal. 69

L

at, mereka mendapat pahala

- T ———

-

T

L et




.

38

e ol e e
N O = ‘5‘09@:‘*4&9431\_13;@

-Pﬁm“‘é‘qﬂ‘o\u@mw
)

SNy Bl S aeed Jie el

Ui sl &) H.A.\oh’ Sl el pa Ol B
0
uﬁu‘jl“w—“*?g_\lc

3

ST T,
I
D

> w 1

ad 2 7akarlyy@ bin [shad 4
ya ketika Nabi SAW

bin Mahl
2 sesungguhn

< Abbas

4 [bni
Ya

Abi Ma*badin

u‘adz ke

a: serulah mereka untuk mengakui
ul

man perkata:
dan bahwa saya adalah utusan Allah, jik
,» JIKa

t R
clah mewajibkan mercka
R

mengutus M

gJalam sehal semalam. , jika ini telah mereka t
aati.

h mewajibk

an zakat pada harta
mereka
. yang

m bin Mughirah Al-Bukhari. Shahil
. Shahih

‘AbdlllahM mm
jrut: par A -Fnkl‘.

Alp 7 Abi
ukhari Juz 1. B€
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anyg kaya mereka dan diberikan kepada orang-oré;ng

dipungut dari orang-or

miskin diantara merecka.”

Yang berkaitan dengan syarat kekayaan yang harus dizakati

adalah:®

yaan yang dimiliki secara penuh.

[). Harta kekaye
2). Kckayaan yang dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki

potensi untuk berkembang.

3). Mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang wajib dizakati.
4). Kekayaan itu dari kebutuhan rutin pemiliknya.

5). Pemilik harta bebas dari hutang:

6). Pemilikan harta telah berlaku s
a benda perniagaan. Adapun hasil pertanian,

ak, uang dan hart
harta karun tidak dipersyaratkan

ternc

.,akati adalah emas, perak,
jagung, kurma,

hasil perte
berupd sapi, unta, kerbau, kambing, biri-

), binatang ©
perubahan kondisi sosial

anggur

mikian,
biri) dan barang tambang Me sklPun demt
fugaha

para

yang diusahakan

. enakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang

. A]-Tsauri dan As-Sya’bi berpendapat

., Bundung: Litera Antar

m n Hal‘un, et a

8 yusuf le’dh awi.

Nusa, 199, hal. 125- 1162

A

atu tahun. Persyaratan ini hanya untuk -

dalam menerapkan aturan zakat. ..

e
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bahwa hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji

|
t Imam Malik, hanya tanaman 1
: |

padi, kurma dan anggur. Menuru

yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia | gl
;" I
,

gandum,

yang dikenakan zakat.’”

ut Syafi’i, semua tanaman yang mengenyangkan

Sedangkan menur
(memberi kekuatan), bisa disimpan dan diolah manusia, wajib dikeluarkan |
zakatnya. Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwa semua hasil tanaman !
dapat ditimbang (ditakar) dan diproduksi (diolah) |

yang kering, tahan lama,
hmud Syaltut, semua hasil

t. Dan menurut Ma

manusia, dikenakan zakat.
‘kan oleh manusia dikenakan

han yang dihasl

man dan buah-bua

tana
zakat."’
Adapun nishab dar parang-barang Yané harus dizakati adalah |
sebagai berikut:
1). Emas dan perak. Em as nishabny? 7,5 tolas (3 ons) dan perak 52,5 ‘
i men ebutkan bahwa nishab em )1
tolas (21 ons).! Add juga yané y = :
13 Untuk barang perhiasan, nishabnya
adalah 93, 6 gram
hiasan tersebut. Jika terbuat dari
arkan asal loga™ per
ditentukan perdasar
asarkan Ketentuan €mas, dan jika terbuat

‘ehd bny bCfd

suransi dan Lembaga Keuangan, ed. 1,
P

; ah:
” M. Ali Hasan h%oo, hal. 6-
Cet. 3, Jakarta: RajaGrafil persadd: . Jitid 11 erj. SOEroyos Yogyakarta: Dana
10 1pid. hal. 7- arin Ekonom! 151_“’;;1 iid, Pemlk n Ekonomi Islam Abu Yusuf:
Bhat " Afzalur Rahman 6. D[Smt jugd M. NazYOI‘lgyaJ ! pusat S Srudi Ekonomi Islam (PSEI) -
aKth W o f. ]v o
elevanm:;zfde]:ggjn hi;( omi Keklﬂ ja ©°
STIS YOgyakarta, 2003, hi.il 22 ” Figh jyah.- Sl o Ekon nomi Alternatif: Perspektif Islam,
12 p\asjfuk Zuhdb M ‘Sa Me mb‘”’gun 002 hal. 256-
3 Taqyuddm An ‘N bham, Rsalah
Terj. Maghfur Wachid: ¢ cet. 7 5 urab?¥™ |

A
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¢ 1 ale ale 7 e
dan pcrdk. n]dl\d nlbhabnya berdasarkan ketentuan perak Kadar zak
- at

untuk emas dan perak adalah 2,5 %.
g maupun harta

2 ,

). Barang tambang dan harta karun. Barang tamban !
. 'R - - . 4 ,

karun, baik miliK idnividu maupun negara, dibayarkan zakatnya. ‘;’

0%." |

dan zakat. sebesar 2
1 % hingga 2,5 %

kepada ba
an zakat berkisar antara

3). Binatang ternak. dikenak
dari binatang yangé dimiliki.

4). Hasil pertanian dan perkebd
(653 kg). Jika dia

dalah 5 wasak
kadar zakatny2 adalah 10 %, dan jika diairi

adalah 5 %."

pan. Nishab hasil pertanian dan
perkebunan & iri dengan air yang
qu air hujan,

kadar zakatnya
publik, zakat mem

mengalir at

dengan irigasi buatal
punyai pengaruh

negara Islam. Dengan ‘

pendlstrlbu

asrat Konsumsi (pengeluaran untuk

kepada si miskin,
akan berpengaruh

16 Peningkata“
rpengaruh

konsumsi)-

d : 4ok langsung akan be
terhadap aggregate Jemané yan
an kat

duksi. D
usaha produktlf akan menarik

juga berpengaruh

terhadap usah? pro

rodukt! i, peningk? atart

terhadap usahd P

x_—/ . hal. .
I

rin EkonO'” slam.- .

1 A fzalur Rahmar D oﬁt Pemikiran Ek‘f”‘f;::n " hal. 232.

15 1pid M. Nazol'l ) onomi I..s “a Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam,
16 M. Nazori Majid ori Umar gitanggal, Surabaya:
Pri 17 Ahmad Muh mmad A*
rinsip-prinsip dan rguan-a1e

a limu Offset. 1980- h2" 123-




mi Fves
inat para investor untuk menanamkan modalnya dan hal ini ak
£ l a_l'l

membuka lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi pengangguran

2. Jizyah

Secara bahasa. jizyah berasal dari kata jaza, yaitu sejumlah uang i
yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum
ian dengan mereka.'® Dengan kata lain,

dan melakukan perjanjia
g diwajibkan atas individu/pribadi non-muslim

muslimin

Jjizyah adalah pajak yan
kaum muslimin, di mana kewajiban

k dalam perlidungan

yang masu
muslim sama kedudukann

membayar jizyah bagi non- ya dengan membayar
im. Jizyah diambil dari kaum Yahudi, Nashrani dan

zakat bagi kaum musl
baligh perakal, merdeka dan mampu
|
i

n syarat laki-laki,

Majusi denga
ajib atas orang miskin, wanita, [

membayarnya- Hal ini perarti jizyah tidak W
sahaya dan orang gila- Bagi orang murtad, atheis, dan

terbebas dari kew

il, hamba

anak kec
ajiban membayar Jjizyah

Allah dalam surat At-

Taubah: 29, yang berbunyi:
WL O 3 NESTRVAR
g psille Y45 ¥ | '
Bl |

B
gl o PPR S gy o> e

4_4);“ \)l:suu_bg_uﬁ\

. Kamaluddin & Marzuki, cet. 2, Bandung: “

18 :
Sayyid
Al-Ma’arif, 1993, hal-

AN




rang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

“Perangilah orang-o
kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama
a Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

yang benar (agam
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang
»19

mereka dalam keadaan tunduk.

Jizyah Wajib diambil dari oran

g-orang kafir selama mereka tetap

ka telah memeluk Islam, maka kewajiban

kafir, namun apabila mere
Hal ini disebabkan karena jizyah

mereka untuk membayar jizyah gugur:

. 2
dikenakan atas orang. pukan atas harta.”’
ajak penggantl tugas kemiliteran dan upah bagi

ah merupakan P
chingga dengan pembayaran jizyah,

Jizy
ganukannya S

mereka yang ™
diberikan negara dalam hal

warga non-muslim M memperol

perlindungan

pembebasan wajib

sesuai dengan ondisi d

dzimmabh.

ibayar gontan dan tidak h
umi S sesual Kesepakatan umat Islam
ud utama pembebanan

tau hasil b
) iukk
al-dzimmah. Hal 1! mentty

an bahwa maks
umum dan secara umum hasil

arus berupa uang, bisa juga




kegiatan sejenis sebagai sebuah

pajak dapat dialokasikan dalam kegiatan-

kebijakan pemerintah.2 !

Kharaj
atas lahan tanah yang telah

Kharaj adalah hak yang dikenakan

dirampas dari tang
a mengadakan perjanjian

22 Tanah yang pendudukny
arkan kharaj-nya sejumlah

tersebut harus dibay

damai.

yang telah disepakati, dan tanah terse
ah itu memeluk 28

semula. Namun, jika pemilik tan

yar kharaj M
uduknya ditaklukkan dengan
, berhak sebagai h

a orang yans
maka t tanah ini wajib dibayar kharaj-nya

an tidak boleh dipetjualbelikan,

ama Islam, maka
enjadi tidak perlaku lagi. Sedangkan tanah

kewajiban memba
peperangan;

yang pend
arta rampasan, tetapi

diba;,i-bagikan kepad

kepada pcmermtah
membayar kharaj

Jika pemilikny@ telah mem™

tidak akan hilang etapl

Dalam praktel‘n
dan khar a

metode pfOporSlona

porSlOn

dengan
kan kharaj dengan metode

dengan metod® pro
jenis s hasil pertaman. Sedang

dan harga setiaP

hal. 250. .

j Islam-* " Ekonoml...,hal. 260.

komom embang1‘” S istem” Figh Umar bin Khattab r.a., Terj. M.
k ersada, 1999, hal. 332-333.

A
bdul Muyb AS. Maftu A
Ke /;;ja/ca
g. A

’;M A. Mandn,LN Y hani M
i quyuddmA a ' o ahyh Enst™.
2 \puhamma Rawwais 33( Jakarta: Rajlafqizlef';"dzlwn Ekonomi dIslam, ed. l Jakarta:
sl a F skal d-c”;)z?/bloic financé In Istam. 2" edition, 6" printed,
iql

4 puhammad:
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Delhi: Chili Qabar. )
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992, ha

damai dengan 4

but tetap menjadi milik pemiliknya
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dan tanah itu tidak -
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yang dikenakan beban tetap dan dibayar setahun

tetap adalah pajak tanah

sekali.
S.A Siddiqi dalam Ppublic Finance In Islam menyebutkan:*>
The following Jactors determine the (ax-bearing capacity of a land:
of which the crop grown on it

o  The qualily of the Jand by virtue
js rich or otherwise.

o  The kind of crop.
'ga!i(m.
the quality of land, the kind

o The method of irri

Beside the above-named (hree factors:

of crop dn the method of irrigation. 4 fourth factors is also

recognized: il is distance of the Jand from the cities and markets,
or decreaseé as the distance is shorter or

pecause the price incredse

longer.

Dijelaskan pahwa faktor yang menentukan besarmyd kharaj yang
hasil panen, apakah

harus dibayar adalah kualitas tanah yane dilihat dari
- onis tanaman, dan cara pengairan- Selain itu

memuaskan atau sebalikny: Je
 1ota dan pasar juga mempengaruhi

disebutkan juga bahwajafak tan

ketentuan besarny2 khard-

mbil dari harta orang-orang kafir

Fa’i
dial
harta yang dibawa oleh

rintah, harta yang ditinggalkan

4 karun, dan sebagainya.”’

parta /4 iy
ak—anak yatim, orang-orang miskin

Penggurlaan
llah yang berbunyi:

Allah, Rasul-NY? k A
fera dalam firman

bil, sepert

h printed, Delhi: Chilti Qabar.

dan ibnu sa

25 g A, Siddigb P

|
992, hal, 66-67.

A

2% spid., hal- 65-
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yang dapat kamu peroleh sebagai

uhnya apa S&
erlima untuk Allah, Rasul,

ungguhny? sep
g-orang miskin dan
ang Kami turunkan kepada

“K etahuilah, sesungg

rampasan perang. maka S
ibnu sabil, jika

kerabat Rasul, anak-anak yatim,

kamu beriman kepada Allah dan

kepada apa y
yaitu di hari bertemunya dua

hamba Kami
sesuatu.” (QS. Al- Anfal:

pasukan. Dan Allah Maha

41).7

; empat perlima
. gl pegawal negeri dan gaji
. amiri : menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
ah perkeluarg? Jua bagian dan kepada
atu bagian. Abu Bakar

udak gesuai dengan kebutuhan.

frar inventarisasi prioritas kepeluan,

orang-orang yang terkena

1-Qur ‘an..., hal- 267.
al. 69-78 Sayyid Sabiq, Fikih
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menanggung keluarga, dilihat dari kebutuhannya.”

bahaya dan yang
an fa'i karena hal ini menjadi ijtihad

Adanya perbedaan Jalam pembagi

yang diambil disesuaikan dengan situasi dan

imam. schingga keputusan
kondisi.

‘Usyur
yang diambil oleh negara dari para pedagang

‘Usyur adalah sesuaty
yang dibawa

30 «Usyur djambil dari semud harta

yang melewati negaranya:
an negara, minimal bernilai

saat dia melewati perbatas

oleh pedagang

sepuluh dinar. dan diambl!

menurut orang
mpat puluh, bagi kafir dzimmi seperdua
[slam sebesar

g Islam sebes
memerangi

bagi oran
Orang—orang

yang

puluh, dan bagl

Sepersepuluh.3 :

a Alam -

per keuangan [slam> sumber y

c .
disebut kekayaan PUbhk‘

anfaat um
dan padang rumput disediakan

g dimaksudkan

Sumber Day
Oleh

Dalam sum

untuk kepentingaﬂ
per alam

ebas- Hal ind 569

., A

an hadits Nabi:

karena itu sum Lai dent
L o 0 O Al LW
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,zalﬂle

P
{}p
a
yakan dan Perd?

bdullah bin Sa’id = ‘Abdullah bi
in

n (Ibnu Majah) 2 ‘A

Khirasy bi
irasy bin [lausyab Asy-Syaibany > Al-‘Awwa

“Diriwayatka
m bin Hausyab =

perkata” Rasulullah SAW bersabda: “Oran
; g-

Mujahid = lbnu - Abbas,
|, yaitu: air, rumput-rumputan dan

oran sle ] i
g Islam 1tu perserikat dalam tiga hal,

itu haram."

api. Dan harganyd
pala suku yang kuat, biasa

pgnbuasa atau ke

¢ ISIa-m':
uk dijadikan lahan rumput bagi

Dalam masa pré-
h seputdl padang rumput unt

K boleh ada S
ka wilayah d
an istilah hima, yaitu

bil manfaat dari

membuka tana
uku lain mengam

kunya dan tida
ktek membt an melarang orang lain

t darinyd disebut deng
. 5B

gi orang Jain.

ternak su

Pra
sesuatu

sumber tersebut.

mengambil manfaa

yang dilindung! Jan dilarané ba
tek 72 pim@ da Jam haditsnya:

Nabi melarang prakt
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hammad bift 472
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B'mdllﬂb Nuansa, 2005, hal. 123.
1 bin Mu ukhari, Shahih

ughl jrah Al-B

32 Abi .« A pdullah Muh
5

” bdbdhuddm
., 4] Mal,

34 B -
Abi * Abdl]lah o
o Al-FIEP

Al-p
ukhari Juz 11, Beirut:




ukhari) = Yahya bin Bukairin = Al-Laitsu =

“Diriwayatkan (Imam B
Yunus = Ibnu Syihab 2 -Ubaidillah bin : Abdillah bin ‘Utbah ¥ Ibnu
w: ~Tidak ada hima kecuali untuk Allah ;

!

*Abbas. bersabda Rasulullah SA

dan Rasul-Nya.”
sesuatu yang dinyatakan sebagai

Hal ini mencgaskan bahwa
dimiliki secara pribadi dan khusus. Oleh 1l
|

an publik tidak dapat
guasai hajat hidup orang banyak

kckayad

ber alam yang men
i dimaksudkan agar p

negara. Hal 1nl
anya bermanfaat bagi sekelompok orang saja,

karenanya sumber-sum

i emanfaatan sumber- N
dikuasai oleh

alam tersebut

m tersebut tidak h
um. Sumber-sumber |
i

; . gyarakat um
tctapi bermanfaat bag! masyarak

g tambang,

sumber ala

mata air, hutan, padang rumput, laut, dan

dapat berupa barah

lain-lain.
gumber alam tersebut oleh negara dan |

Dengan d:kuasamya mber- |
untuk kepentlngan rakyat, diharapkan akan

'gunakaﬂ
gan meningkatnya

pemanfaatannya di

.ighterad :

el :onal juga meningkat. Hal ini |
l

kesejahtert ada akhirnya akan

akan berpengaruh

: atan N
meningkatkan pendaP
ai sisa dari pemenuhan

7. :
Pajak s yon
:dak mencukupi
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k bisa ditakar dengan standar tertentu yang berlaku

kebutuhan tersebut tida

tiap orang.
g dilakukan kepada pemerintah ‘
N

secara umum untuk s¢

Pajak adalah suatu pembayaran yan
geluaran yang dilakukan dalam hal

untuk membiayai pengeluaran-pen
penyelenggaraan jasa-jasa untuk  kepentingan umum.”” Menurut ahli
ajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak |

an, pajak adalah kew
gara dengan ketentuan, tanpa

n sesuatu kepada ne

ara dan hasilnya

keuang

yang harus menyctorka
untuk membiayai

mbali dari neg

mendapat prestasi ke
an untuk merealisir

disatu pihak d

umum
uan-tujuan lain yang ingin

pengeluaran-pen geluaran
sosial, politik dan tuj

Savitey

konomi,

dicapai oleh negara.“’ gedangkan P
jiban membayar tun

kontemporer

sebagian tujuan €
akar ekonomi

ai yang ditentukan

mendefinisikan
ersifat mengikat tanpa

tah atau pejabat ber¥
37
alan tertenty-

oleh pemerin

adanya imb
Dari definisi pajak di atas dapat diker akan unsur-unsur pajak,
}'aitu:38

pat dipaksakan Karena wewenang yang

4 Suatu pungud”® yong %

ntah-
um atau undang-undang-

dimiliki pemeri
odik.

rintah secard peri

k, Asuransi dan Lembagd Keuangan,

2000, hal. 9-

35
M. Ali Hasab
995, hal. 29-
' al | rta: piadit Media,

38 .
Boediono,
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d. Imbalan pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk

ditunjukkan.

geluaran umum.

atan sejarah, ada tiga konscp makna yang diberikan

e. Untuk membiayai pen

Dalan, cat
kepada pajak, yaitu: Pertamd, pajak dengan konsep upeti (udhdhiyah) atau
.k seperti ini, maka negara |

Dengan konsep P&

persembahan kepada raja.
pajak dengan k

k kepada raja. K

edua, onsep kontra-

sepenuhnya tundu
jak (terutama yang kaya)

al pembayar pa

Negarad dengan konscP pajak se
enguasa dan kelompok

4

entingan elite P
. }

au rub zakat, yaitu pajak sebagai )

a rakyat sebag
perti ini adalah

prestasi antar

dengan pihak penguasd-

negara yang mengabdi pada keP
konscP etik at

pajak dengan
diam

ah yané

kaya. Ketigd,
kepada negara untuk

etnis, ras

sedekah karena All

kemashlahatan selurd
a, dapat dibedakan menjadi

langsung. Pajak

kan atas surat ketetapan

2 (dua) jenis yaitu pe
dikenaka! perdasal

ajak yang
d'lakukan gecard perkala- Dengan
i

ak dapat dlllmpahkan

langsung adalah P Kata lain, pajak

pajak dan pengen?

dalah pajak ¥

ajak |angsuPe
jain. S
idak dilakukan berdasarkan

pendapatan,

langsung @
dangkan pajak tidak

kepada orang lain.

aiak kekayadh pa
pajak kekay mungut
Jah paJak

langsung ada
palarm

v/ d
an Ngg{ll‘
Keuaﬂg 2l 144

39 k
Y M. SuparmO 003 h
ogyakarta: BPFE YOB&Y2<" 2

O

prakek, ed. 5, cet. 2,
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atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara
berkala. Atau dengan kata lain, pajak tidak langsung adalah pajak yang
beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain.*® Contoh pajak tidak
langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, pajak pertambahan nilai dan

lain-lain.
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ketetapan  pajak dan pengenaannyd tidak dilakukan secara
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b. K '
 Kelebihan dan Kekur kT
han dan Kekurangan Pajak Tidak Langsung”

1). Kelebihan pajak tidak langsung

o [llasilnya lebih stabil.

o (rang-orang yang pcn;_.,hasuannya kecil dan sukar untuk dikenai
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tersebut, Penurunan c/i.\‘p()sab/e income akan mengurangi konsumsi dan
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segan untuk  melakukan kegiatan
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dikenai huk "
enai hukuman denda. K affarah/denda ini digunakan untuk kemashlahatan

umat.
dapat terj adi seperti pemerintah

ara dari sumber hadiah
emerintah daerah, atau dari swasta kepada |
il

uatu negara kepada pemerintah
[

Pendapatan neg

pusat memberikan hadiah kepada P

pemerintah. dan dapat pula dari pemerintah s
umber hadiah ini sifatnya volunter, tanpa

negara l:ai . .
gara lain, Penerimaan negard dari s

Sumber daya alam
oleh negara dan tidak dapd

elolaannya dikuasai

dimaksudkan agar peman aa
ya al tersebut peng
mrintah pusat dengan

Namun, apabild sumber d2

Pemerintah daerah. DI

t L. .
Crsebut dlprlontaSkan untuk

Sekitarnya, baru untuk P¢€
2004 tentan® P

. 4 DE
Scedangkan di lndon@sld P Cghun
Pemerintah dacrah diat®’ dalai® erah. Dala™ uu
¢ d

Keuangan antara Perﬂefimah pus? .
haSll an

tersebut dijelaskan tentans

Pemerintah daerah dari b5 R
. perds )
pisd ' Pinjaman

Sedangkan pinja™ an

1aUPun

Pinjaman luar negerl>
cara pe

dengd”

dapat  djlakukan

<




jualnya di
- | pasar uang
| 1 uang dalam []CL’t.‘I'i. Denganl cara ini mak i |
5 a jum ah uan
g
kan bC[’kUI'ELI‘lg. Karcnajumlah uang yang beredar

ka nilai uang akan naik, yang menye

Ll il (ir‘.(l. 1 - I. I ,

di
masvarak

varakat berkurang, md
Jal ini akan berpengaruh terhadap aggregale

har
g'd-] ye 2
1arga menjadi mahal. |

demand
n  dengal cara pemcrintah

juga dilakuka

Jnya di pasd

negerl
eri. Dengan cara

.
Pinjaman  luar
r uang Juar n€g

meng
veluark: .
uarkan obligasi lalu menjue
pentuk devisa dari negara

injaman dalam
Juar

inj
pemerinte
rintah akan nwndupulkun p
qmun, piasanyd pinjaman dari
dalam

emer ntah.
ghwa bungd

yan
g the ;
membeli obligasi P
Cri me |
enggunakan unsur bungé padahal sudah jelas °
iba adalah haram-

ogi kitd tentan

Dalam hal ini kita

g bunga-

Seg,
ala be v B ;
bentuk pinjaméan adalah riba.

bis
encari negara-negar yan
Cara yang jerakhir untuk mend?

kep
ada b
d bd“k Scntr.—]l Nrim 1n, lnl

ada]
ah s
h saldo rekening kord
Pada
Bank Indonesia ditam

Umy, aan ¥

i o penc!P
p maupun m.asyaral\'ﬂt s Jar di™®

iptaan uang bart sehiﬂggajumlah

; ika b

pjadi t =

be
It
ambah, dan nilai uangé me

Mak
a akan terjadi inflast-

Digt e
tribusi Pendapat?”
i gkan
. 6b1jﬁk
Salah satu ujuall i ¥ an yaﬂg
. ibllsi

Pe
nds
dpatan yang mel‘ﬂw'

o




74

lebih  baik  dari  pada distribusi pendapatan atas dasar pertimbangan
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

I Jend. A, Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.63655 Bhsrakerin SETIE

URAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.1/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Kctua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan

Syariah STAIN purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

< Dwi Yulia Fatmawati

Nama
NIM : 01265007
Semester S VIII
rodi © Muamalat
Jurusan : Syari'ah
Ienar- bemu telali mnelaksapakan Geminar Proposal Skripsi dengan judul :
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a DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor :

Lamp
[Hal

- Usulan Menjadi Pembimbing

PIATORY.
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STA.26/PP.009/IK)S/05/2005

» Skripsi

Kepada

Yih. Bapak/Ibu:. Drs.. AL, Luthfi Ramidi, M.Ae
Di

Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wh.

Sesuai dengan hasil sidang penctapan judul skripsi mahasiswa program
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIATI
Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syari’ah No. STA.28/PP.ONS/KIS/05/2005

tentang  Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. Dwi. . Yulia. Fatmawati.........

NIM : . Q1265007 o vevieens dengan judul:
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI '
(STAIN) PURWOKERTO |
JURUSAN SYARIAH
Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/_t4 /2005

Yany Dertarivid faagitii 41 bawah ini Ketua Jurusan Svariah, menerangkan o
(8 E’J L tesliioad  tebadh.. § ;

KziiE T YULIA FATMAWATI

NIM S U1200007
Semeser

Prodi - MUA

' | . s File Jaksanakan ujian komprehensif pada
Mahasiswa tersebut benar-benai iclah melaksanake jic [ p

. . . e ; i nean ]“lil"li B+
hari © Kainds, tangy. @ September 2005 denga ¢

ami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

Demikian surat Keterangan 1 k

mestinya.

Purwokerto, 5 Septem ber 2005
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Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

GELOMBANG IV TH, AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Dwi Yulia Fatmawati (01265 ood

---------------------------------------------------------------

Sebagai tanda yang bersangkutan telah ulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA
NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A 030 /2003
Diberikan kepada :
Nama - DWI YULIA  FATMAWATI .
Tempat / Tgl. Lahir c ﬂaca501071 ..... J U“ ...... ‘963 ...............
6
Nomor[nduk Mahasiswa : 012 ..............................................................
- Bahasa Arab Tahun Akademik
ang telah mengikuti Program pengembangan _ _
208?/2002 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil
sebagaiberikut:
B SEMESTER SEMESTERII
NO.|  KEMAHIRAN  Zoa| HURUF | ANGKA | HURLE
— 1 83 | A
- — g5 | A 60
g Jaa ——ge A | 60| A
. T L —
|2 | Kiwbh T B 8o | A
s | smd g [ A | 5| Bt |
4 M f’f——- tersebut, juga }
— bagai bukli telan mengikutl program
s : a G
Sertifikat in aiperikan = jujian munagasyah skripst

ikut
sebagai syarat untuk mengik




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ 6.(09 /2002.

Diberikan kepada :

- DIWLYULIA. .FATMAWATL...........
- Clacap,. 4 i 1983 e

1V A ———

gris Tahun Akademik

Nama
Tempat / Tgl. Lahir

Nomor Induk Mahasiswa . .

yang telah mengikuti Program Pe

2001/2002 selama dua semester

ngembangan Bahasa Ing
dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil

sebagaiberikut:
N SEMESTER | SEMESTER Il
NO. KEMAHIRAN ANGKA ANGKA | HURUF
75 Bt
1 Reading 79 - -
: )
2. V\riting ;0 P A
3 Listenind EAS 55 5
P
4' "'S’p’ei/ ikuti sebut, juga
| . diperikan sebagai bukdi telah menglku.tl !)rogram ter J
Sertifikat inl dlb:ﬂj  mengikut uian munagasyah skripst.

sebagai syaratu

------
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DEPARTEMEN AGAMA |
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/P3WM/PP. 06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor . 79/Tahun 2004.
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama - DW YULIA FATMAWATS
NIM : 01265007
Jurusan - SYARIAM

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan X1V Tahun Akademik 2003/2004 di-

Desa MALIWEDI
Kecamatan . Kebasen
Kabupaten Banyumas

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai B4 ()

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat Bmaa_,rca Eﬁ:

munaqasah skripsi.

Purwokerto, 3 September 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



M~ 1510y

) ) A T - B
SN Hetta®ota®eis 4 P X ) A ]
: AR AR A ABRRS dpRadptadatadstadeladpitas?
G AR A B A FN A i i B i rEey
= zmzxxmxzz-x-m&gx-m-mz-z-x-xz-g-z-g-m-x-mm-mmx AN |
g ‘.-_" = “
; ﬁg | i geioit AGAMA RI |
& S s iisrs oAt NEGERT (STAIN) |
' [gg st e LIERTO
gg i vie Y AU AR
AN o4
o4
o4
o4
54
WMo
&4
gﬁ;
g NOMOR : STA.26/K]S/PP.009/09/2005
|
N .
A "ﬂ Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (b1
> 2l  Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa: 2!
o4 :
0 0154 Nama . Dwi Yulia Fatmawatl
OES NIM . 01265007
Ig; Jurusan /Prodi Syari‘ah / Muamalat &t
igfl  Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangar (PPL) Jurusan Syari‘aljy 4
{ gg; STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di: 5
AR .
& 1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
gi 2. Pengadilan Negeri (PM) Purwgllfgtowokerto
2 3 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Tt )
A : - 1 08 April 2005 [i3le
g Mulai dari tanggal 14 Februarl sampzl dengan tangga P ‘
AL Lai
123 dan dinyatakan LULUS dengan ntia! i telsh gikuti PPL
DS L i . tanda bukti teld mengi '
g Sertifikat I .(,jlberlkan sebag® dan juga sebagal syarat [}3]
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DATFTAR RIWAYAT HIDUP

2
I. Nama : Dwi Yulia Fatmawati
2. Tempat/Tanggal Lahir -~ : Cilacap/1 Juli 1983
|
3. Jenis Kelamin - Perempuan
4. Agama - Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
! 6. Alamal o JL Anggur No. 17 RT 04 RW 01 Paberasan
Kec. Sampang Kab. Cilacap
7. Nama Orang Tua
a. Ayah "  Rusin Mustagim
G b. Ibu z tudilah Sri Mudiharti
P 8. Pendidikan
a. SD Negeri [ Paberasan, lulus tahun 1995
| b. SLTP Negeri I Sampang, lulus tahun 1998
¢. SMK Negeri | Banyumas, lulus tahun 200
, d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2006
Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan scbenar-benarnya.
Purwokerto,  Lebruari 2006
Penulis
z <t e
D‘&'i@ﬁﬂ!ﬂl
NIM. 01265007
¢




